
BUPATI BIMA
PROVIITSI I{USA TEITGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2O2A

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : a' bahwa sehubungan de.ngan perkembangan yang tidak sesuaidengan asumsi kebijakan umum A,BD; keadaan yangmenyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan dan antar jenis -6elanja, 
"i"" 

--i.uit 
perhitungananggaran tahun sebelumnya harus digunakan .rrri tpembiayaan dalam tahun ,rgg"."r, be4.alin, maka perludilakukan perubahan Anggaran nendapatan"dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2O2O;

b' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu membentuk peratuian Daerah tentangPerubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah TehunAnggaran 2O2A;

Mengingat 1' Pasal 18 ayat (61 _undang-undang Dasar Negara RepubrikIndonesia Tahun l94S;
2' Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah oa..rr,-aaerah TingkatI Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa 'i""gg"." iil;;'G;;;r""
Negara Republik Indonesia Tahun 195gXomor L22, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);3' undang-undang Nomor 2g Tahun Lggg tentangPenyelenggar_aan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepot;sme (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun l99g Nomor 7s, Tambahan rctuaran Negara nepuutit<Indonesia Nomor 3SS1);

4- undang-Undang Nomor lr Tahun 2oo3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oos
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

5. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);
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a -'::a::q-undang Nomor 1s Tahun 2ac: ienrang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20o4 No*oi66, iambahanLembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor aaoe;7. Undang-undang Nomor 2s Tahun 2ao4 tentang sistemPerencan*1l _ 

pembangunan Nasional (Lembarari NegaraRepublik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 1o4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;8. undang-undang Nomor 33 Tahun zao4 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 443g);9. Undang-Undang Nomor 2g rahun 2009 tentang pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara nepuutit IndonesiaTahun 2oog Nomor 130, Tambahan dmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);

1o. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2al4 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesla tahun 2oL4Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik trdo.resia
Nomor 5a9fl;

1 1. undang-Undang Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ot4 Nomor 7, iambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sa9\;12. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 2ar4Nomor 244, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia
Nomor s587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ierakhirdengan undang-undang Nomor g rahun 20 1s tentangPerubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahu n 2ol4tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oL4 Nomor sg, Tambahan Lembara, N.garaRepublik Indonesia Nomor 56T9l;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun lggg tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negira Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembara., N"guraRepublik Indonesia Nomor 3373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1og Tahun 2ooo tentang
Kedudukan_Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 2lo,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom ar 4o2gl;15. Peraturan Pemerintah Nomor 2s rahun 2oos tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2oos Nomor 4g, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSO2);

16. Peraturan pemerintah Nomor 4g rahun 2oos tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi calon pegawai Negeisipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoos Nomor
L22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun zotz tentang perubahan
Ketiga Atas Peraturan pemerintah Nomor 4g Ghun 2005
tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi calon pegawai
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2at2
Nomor r21, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia
Nomor 53 i 8);
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18.

19.

20.

2r.

]::=: _": ,:. Pemer::.tah \o:::c: : : l=;-- *:- 2005 tentang Dana?-':::=-:a:rgan (Lembaran Negara Repur.:k Indonesia Tahun 2005\o:r':: i37, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a575);
Peraturan pemerintah Nomor s6 Tahun 2005 tentang sistemInformasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 200s Nomor 1Bg, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4sr6il sebagaimana telah diubahdengan Peraturan pemerintah Nomor oJ rarrun 2o1o tentangPerubahan atas peraturan pemerintah Nomo, i6l"h;'260,tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembara" N.g;;,Republik Indonesia Tahun zoto Nomor 110, TambahanI.embaran Negara Republik Indonesia Nomor SlSS);Peraturan Pemerintah Nomor sg rahun 2oos tentangPengelolaan Keuangan Daerah (r,emuaran Negara RepubrikIndonesia Tahun 2oos Nomor 14o, Tambahan teilbaran f.g*,Republik Indonesia Nomor aSTg);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oo5 tentang pedoman
Penyusunan dan penerapan standar pelayanan Minimal(Lembaran Negara Tahun 2oos Nomor rso, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5g5);
Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2oa6 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja pemerintah (Lembaran Negara Tahun2006 Nomor 2s, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a6lfl;

22

23.

24

Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2ooz tentang LaporanPenyelenggaraan pemerintahan 
. 
Daerah kepada pe--.rirrtat 

,Laporan Keterangan pertanggungjawaban r.pt" Daerah d;;"Dewan Perwakilan Ralqyat* Daerah, dan irrro.-""i- L"6i""Penyelenggaraan Pemerintahan__ Daerah kepada Masyarakat(Lembaran Negara Tahun 2oor Nomor 19, Tambahan LimbaranNegara Republik Indonesia Nomor aS92);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2oro tentang Tata caraPelaksanaan Tugas dan wewenang serta Kedudukd K;;;;"Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah p..pi""i
(Lembaran Negara Republik Indonesia T,ahun 2o!o Nomor 2s,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo. sroitsebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor23 Tahun 2o11 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah
Nomor 19 Tahun 2oro tentang Tata cara pelaksanaan il;;"dan wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagaiWakil pemerinta.h 

_d] Wilayah 
_ eropinJ llembaran *.r;"Republik Indonesia Tahun 2orL Nomoi 44, Tambahan r.emui.anNegara Republik Indonesia Nomor S2O9);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2o1o tentang standarAkuntansi peme.intahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2olo znomor 123, Tambahan Leirbara, N"g"." n.pruiir.Indonesia Nomor 5165);
25 Peraturan Pemerintah Nomor 3o rahun 2ort tentang pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .rirr.r.r" zoirNomor 59, Tamtcahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2ol2 tentang HibahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrin 2oL2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;
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28

:-::=: .^: j.:t Pemenntah -\c=:: : - l,:- :ti 2O i -+ ientaigi::-:'-: -:an Baranq Milik \ega_ra Daera,r (Lembaran fV.grriP'::-:--x Indonesia Tahun 2or4 Nomor 92, Tambahan Lembiran
.\ega-ra Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraruran Pemerintah Nomor 1g rahun.2016 tentang perangkat
Daerah (l,embaran Negara Republik lndonesia tlrrun iotoNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

29. Peraturan pemerirrtah Nomor 1g rahun 2oLT tentang HakKeuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota DewanPerwakiian Ralryat Daerah (Lembaran Negara nepuu[t Indonesia
Tahun 2orr Nomor 106, Tambahan leniuaran Negara Republik
Indonesia Nomor 605T);

30. Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2arc tentang pengadaan
Barang / Ja -sa pemerintah (Lembaran Negara Repub[f Indonesia) ;31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor"rB Tahun 2006 tentangPedoman pengeloraan Keu,ngan Daerah sebagaimana terahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri DaiamNegeri Nomor 2l rahun 2otl tentang perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri ivomoi 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol7 Nomor S10);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No*o. 16 Ta-hun 2oor tentangTata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentangAnggaran Pendapatan dan Beranja Daerah dan RancanganPeraturan Kepala Daeratr tentang penjabaran erggr.".,Pendapatan dan Belanja Daerah se6agaimana telah dirubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri"Nomor 36 Tahun 2011tentang Perrrbahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 tahun 2oor tentang Tata cara Evaluasi Rancangan"peraturan
Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Beranji Daerah danRancangan peraturan Kepara Daerah tentang penjabaran
Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2}lt Nomor 525);33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2o|g tentangPedoman pen,rusunan Anggaran pendapatan dan BelanjaDaerah rahun Anggaran 2o2o (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 655);

34. Peraturan Mente.i Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2aLT tentangPengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan_ dan pertanggungiawaban Da-na operasional (Berita
Negara Repubrik Indonesia Tahun zoLT Nomor La6\;35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2oog tentang pokok_pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran oaerah KabupatenBima Tahun 2oo8 Nomor 6, Tambahan Lembaran oaerah
Kabupaten Bima Nomor 29);

36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bima Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima
Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bima Nomor 74);

37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima
(Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2arc Nomor 16
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);



38. Fe:a=ran Daerah Nomor 2 Tahun 20 -; :ent,ng Hak Keuanganda,, Administratif pimpinan dan Anggota Dewan peru.akiian
Ralqyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2ol7
Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten gima Nomor
80);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2o2o semulabe.q'umlah Rp. 1-922.557.290.449,92 (satu triliun sembilan iatus dua puluh duamilyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua rqtus sembilan puluh ribu empatratus empat puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) berkurangsejumlah Rp. -109.421.541.815,77 (seratus sembilan milyar empat ratus duapuluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima belasrupiah koma tujuh puluh tujuh sen) sehingga menjadi np. i.g13.13s.248.6e+,is(satu triliun delapan ratus tiga belas milyar seratus tiga puluh lima juta tujuhratus empat puluh delapan ribu.enam ratus tiga puluh empat rupiah ii"*" limabelas sen) dengan rincian sebagai berikut : r r---- -

Menetapkan

1. Pendapatan:
a. Semula
b. Bertambala / (berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja setelah perubahan

Rp. 1 .89O.8O 5.429 .292,4O
Rp. (119.544.116.461.97)
Rp. L.771.261.3L2.7TO,49

Rp. L.922.557.29A.449,92
Rp. (1O9.421.541.815.77)
Rp. 1.813.135.748.634,1S

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 40.65 1 .861 .2tZ ,522) Bertambah/(berkurang) P.r.. 9.a22.524.646:.2o

Jumlah Penerimaan setelah perubahanRp. 49.gr4As5's6a,z2
b. Pengeluaran

a. Semula
b. Bertambah

Jumlah Pengeluaran setelah perub

Rp. 8.9OO.OOO.OOO,OO
Rp. (800.ooo. ooo.oo)
Rp. 8.1OO.OOO.OOO,OO

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perub. Rp 41.9r4.43s.g63,72
Sisa L,ebih Pembiayaan Anggaran
setelah Perubahan Rp O,O0



Pasal 2

Ptndapatan Daeiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 terdiridai :

a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 1 53 .60 I .BO8 .T 92 ,7 2
Rp. {8 .975.541,291
Rp. 144.797 .833.251 ,43

Rp
Rp

t.364.993.326.865,68
,142.(e6 20s58)

Rp. 1.268.850.696.660,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula
2) Bertambah I (berkurang)

Jumlah lain-lain pendapatan
daerah yang sah
seteiah Perubahan

2l Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiridari jenis pendapatan' :

a. Pqjak daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pajak Daerah setelah

Rp. 19.918.021.900,00

Perubahan Rp. 21. 190.O 14.OOO,OO

b. Retribusi daerah
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Retribusi setelah perubahan

Rp. 28.77 I . |6G.2SO ,OO

Rp. 25.4O3.265.130,OO

C

1) Semula
2) Bertambahl (berkurang)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan
i) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Dana Perimbangan setelah
Perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan
daerah
setelah Perubahan

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah Perubahan

Rp. 372.21O.299.574,00
Rp (14.597 .519.71s,00)
Rp. 357.612.782.859,OO

.27r 1

.90

yang dipisahkan
Rp. 5.436.412.244,OO

Rp. 5.436.4L2.244,OO

Rp. 1OO.O76.2OB.4tB,Z2
Rp. (7.3o8.066.541_.29)
Rp. 92.768.141.827,43

3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil
1) Sernula Rp. 36.2AA.270.g65,68
2) Bertambahl(berkurang) Rp (157.619.205:68)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perub. Rp. 36. iat.1s1.660100

Kasubid Jkbjd Selretaris
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4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pendapatan hibah se

Rp. 87.692.649.000,00

telah Perub. Rp 71.224.251.023,00

b. Dana Bagi Hasil pajak dari provinsi dan
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumiah Dana bagi hasit pajak setelah
Perubahan

p. 52.O79.654.896,00

. J c'-c. --^- _ -._=S. _ :l'-ill

- r Sernuia
2) BertambahT (berkurang)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah
Perubahan

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula
2) Bertamhh / (berkurang)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah
Perubahan

1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan

b. Belanja Langsung sejumlah
1) Semula
2) Bertambah I (berkurang)
Jumlah Belanja Langsung setelah perub.

Rp. 926.61 1.S08.O00,OO
4

Rp 846.199.889.O00,O0

Rp. 4O2.O93.048.000,00
Rp (15.573.392.000.001
Rp. 386.519.656.000,00

977

Pemerintah Daerah
Rp. 58.4 tt.TSZ.ST4,OO

6. oo
R

Rp. 0o,oo
Rp. 23a.3o8.877.OO0.oQ
Rp. 23a.308.877 .OOO,0O

1

c. Pendapatan Lainnya
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

d. Jumlah Pendapatan Lainnya

e. Dana Alokasi Desa dari pemerintah
1) Semula 

1 ,,i Rp. L}g.4sr.3o6.ooo,oo2) Bertambah/{berkurang)
Jumlah Dana Alokasi Desa dari pemerintah Rp. 00,00

f. Dana Insentif Daerah
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Dana Insentif Daerah

Rp. 36.658.581.OOO,OO
Rp. (36.65s.581.oOO.OO.)
Rp. oo,o0

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri daria. Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp. 1. 1O8. 188. 124.8 t1,g2
Ro. (L1.32 1.048.067.771
Rp . 1.096.867 .O7 6.748, 15

Rp. 814.369.165.634,O0
8. 748

Kasubid (abjd Sekretaris
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2) Belanja Tidak l,angsung sebagaimana dimaksuci paca arai (1) huruia re:i-:-dari jenis Belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan

Rp. 737.586.692.116,35

Rp. 708.759.971.048,58

b. Belanja Hibah sejumlah
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
3) Jumlah Belanja Hibah setelah perub.

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perub.

llp. 75.665.240.O00,00

Rp. 76.284.990.000,00

Rp. 880.0O0.000,00

Rp 830.o00.o00,00

d. Belanja bagi hasil kepada pemerin
1) Semula
2) Bertambah I @erkurang)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah

661 77

619

Rn {so. .ooo

tah Desa sejumlah
Rp. 4.809.918.813,00

00
Perubahan Rp. 4.808.918.813,O0

Rp. 286.7 47 .333.886,57
1 000

Rp. 284.683.196.886,57

Rp. 2.5OO.OOO.0OO,0O

e Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah
Perubahan

f. Belanja tidak terduga sejumlah
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perub. Rp

Pasal 4

21.500.ooo.ooo,oo

b. Pengeluaran sejumlah
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp. 8.9OO.OOO.OOO,OO

Rp. 8.1O0.O00.0OO,OO

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :a. Penerimaan sejumlah
1) Semula Rp. 40.6s I.g61 .2tT ,522) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Penerimaan seterah perubahan Rp. 4gSr4Vi{:sffiI

sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SILPA) sejumlah
1) semula Rp. 39.90 I.g61 .2tr ,s22) Bertambah/(berkurang) Rr.. g.g22.s24.646,:.eA

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. -49j24j3ss6z,T2
setelah Perubahan

a

Ro (28.82



b. Pencairan dana cadangan sejumlah
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah
Perubahan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan sejumlah
1) Semula
2) Bertambah I (berkurang)
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan setelah perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
a. Semula
b. Bertambah I (berkurang)
Jumlah Penerimaan pinjaman Daerah
setelah Perubahan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
sejumlah
a. Semula
b. Bertambah
Jumlah Penerimaan kembali pemberian
Pinjaman setelah perubahan

Penerimaan piutang daerah sejumlah
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Penerimaan piutang Daerah setelah
Perubahan

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
setelah Perubahan

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah sejumlah
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
setelah Perubahan

Pembayaran pokok utang sejumlah
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)
Jumlah Pembayaran Cicilan pokok Utang
yang jatuh tempo setelah perubahan

Rp.
Rp.

o,00
o.oo

C

Rp

Rp.

0,00

o,00
0
0,00

o,oo
00

0,o0

750.000.000,00

Rp

Rp

Rp

Rp.
Rp. 0,00
Rp 750.000.000,00

f,

Rp
Rp

o,o0
0 .oo
0,oo

Rp o,oo

Rp o,oo

Rr:
Rp. 7.900.000.000,oo

-ooo.o0o oo)
7.600.ooo.ooo,oo

o,o0
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w

Rp

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri dari jenispembiayaan :

c

Rp.

Rp.

Rp o,oo

.ooo



Pt=-:t:::-1 f -: ;:::en daerah sejUmlah
iE---
v!-.---=

2l Be--a;:icah, (berkurang)
Jumlah Pemberian pinjaman Daerah dan
Obligasi Daerah Setelah perubahan

Dana Bergulir sejumlah
i) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Pemberian pinjaman Daerah dan
Obligasi Daerah Setelah perubahan

Rp
Ro

0,00
0 ,00
0,00

1.000.000.000,00

Rp 500.o00.000,00

e

Rp

Rp

Pasal 5
Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran zozo sebagaimana aliriksud dalam pasal 1 tercantumdalam Lampiran. yang merupakari bagia" tiJ"r. terpisahkan dari peraturanDaerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan ApBD;
2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran iV

Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah Daerah danPerangkat Daerah;

Ringkasan A'BD menurut urusan pemerintah Daerah,Perangkat Daerah, pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah,Perangkat Daerah, program dan Kegiatan;

5' Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan danketerpaduan urusan pemerintahan Daerah dan Fung"i a"r"*
6 Lampiran vr 5rtrH;itr.J:-:T"iTLA:il#;;TH ;..Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang Daerah;
8. Lampiran vIII Daftar penyertaan Modar (investasi) Daerah;
9' Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset TetapDaerah;
1o' Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset lainnya;
11' Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya belum diselesaikan dan dianggarkan kemuJra*am tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2o2o sebagai landasan operasional
pelaksanaan ditetapkan dengan peraturan Bupati.



Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 21 Oktober 2O2O

Pjs PATI BIMA,

--ktuHAMrul{o
HUSNI

Diundangkan di Bima
pada tanggal 2.1. oktober 2o2o

SEKRTTARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

a

M. TAUFIK HAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2O2O NOMOR 40
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA, PROVINSI NUSATENGGARA BARAT : 52 TAHUN 2O2o
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